
 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR   2   TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA 

TANAH PERTANIAN DAN PERIKANAN DARAT 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SITUBONDO, 
 

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah 

khususnya tarif retribusi pemakaian tanah untuk 

penggunaan pertanian dan perikanan darat 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan  

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah 

tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Situbondo tentang Peninjauan Tarif Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang   

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
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Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);   
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7. Peraturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 23) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 2); 

 

  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA 

TANAH PERTANIAN DAN PERIKANAN DARAT. 

   

 

Pasal 1 

 

Tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa tanah 

pertanian dan perikanan darat sebagaimana ditetapkan 

dengan Peraturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 23) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan  Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2015 Nomor 2), ditinjau dan disesuaikan kembali, sehingga 

struktur dan besar tarifnya adalah sebagai berikut : 

 

NO JENIS PENGGUNAAN 
BESARAN 

RETRIBUSI (Rp.) 
KETERANGAN 

INSTANSI 

YANG 

MENANGANI 

1 2 3 4 5 6 

I Pemakaian 

Kekayaan 

Daerah 

   Sesuai 

Pengguna 

Barang/SKPD 

sebagaimana 

tercatat dalam 

Daftar 

Inventaris 

Barang 

 1. Pemakaian 

Tanah 

   

 a. Tanah/ 

Jalan 

Pertanian dan 

perikanan 

darat 

8.000.000/ 

hektar/masa 

tanam (4 bulan) 

Tanah Sawah 

500/M2/tahun 

 

Tanah Tegal 
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  Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo 
Pada tanggal 10 Januari 2023       

  

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 
 

KARNA SUSWANDI 

 

Diundangkan di Situbondo 
Pada tanggal 10 Januari 2023  

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd. 

 

WAWAN SETIAWAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 2    

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 
19831221 200604 2 009 

 


